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<b>ABSTRAK</b><br>

Sistem Pengembangan Karier Hakim Peradilan Umum, dimulai semenjak dari pengadaan, melipuiti
penyusunan formasi, pengumuman, penerimaan lamaran dan seleksi calon, sampai ke pengembangan karier,
meliputi pendidikan dan pelatihan, kesegahteraan, dan penilaian pekerjaan.

<br><br>

Permasalahan yang dihadapi dalam Sistem Pengembangan Karier Hakim Peradilan Umum antara lain belum
adakoordinas yang efektif antara Departemen Kehakiman sebagai pembina organisasi, administrasi dan
keuangan dengan Mahkamah Agung sebagai pembina yudisial Hakim Peradilan Umum, belum adanya
persamaan persepsi mengenal konsep jaminan kebebasan Hakim. Mahkamah Agung sebagai pembinakarier
Hakim Peradilan Umum, kurang berperan dalam pengusulan pengangkatan serta pemberhentian Hakim
Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim Negeri. Sistem penggajian Hakim diatur pola Peraturan Ggji Pegawal
Negeri Sipil, padahal tugas, fungsi dan tanggungjawab Hakim sangat berbeda dengan Pegawai Negeri biasa.
Begitupula promosi dan mutasi Hakim Peradilan Umum disamakan dengan Pegawal Negeri lainnya, yang
terpusat di Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, belum didelegasikan ke Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi.

<br><br>

Untuk menganalisis masalah ini digunakan konsep dari Eric Myjer (1992) tentang pengembangan karier
khusus Hakim, meliputi seleksi, pendidikan persigpan, pengangkatan, jaminan hukum untuk kebebasan
Hakim, dan sistem penggajian, yang dikomparasikan dengan konsep-konsep James L. Gibson (1922), dan
Edwin B.Flippo (12982) serta konsep-konsep dari penulislain mengenai karier, baik secara umum maupun
khusus Hakim.

<br><br>

Daam penelitian eksploratif ini, analisis berdasarkan teori dilengkapi dengan masukan dari informan hingga
di peroleh temuan-temuan penelitian, seperti adanya ketergantungan Mahkamah Agung dan organisasi
Peradilan Umum lain kepada Pemerintah, menyebabkan peranan Pemerintah |ebih besar dari pada
Mahkamah Agung. Wewenang promosi dan mutasi Hakim Negeri dapat didelegasikan ke Kantor Wilayah
serta Pengadilan Tinggi, untuk mempercepat pengembangan karier.

<br><br>

Tujuan akhir Sistem Pengembangan Karier Hakim adalah terwujudnya kebebasan Hakim, adanya jaminan
karier dan kesgjahteraan Hakim Peradilan Umum, demi makin kokoh mandirinya Mahkamah Agung sebagai
Lembaga Peradilan Tertinggi Negaradi Indonesia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

<br><br>
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